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ABSTRAK 
Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan Sustainable Development Goals 
(SDGs) sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga 
merupakan bagian dari komitmen global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 
sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menerapkan program SDGs, dengan 
focus pada tujuan-tujuan terkait kesejahteraan. Selain itu, penulis juga akan 
mengeksplorasi relevansi penerapan SDGs di Indonesia dari perspektif ekonomi 
Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Sistematic Literature Review, yang 
merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menilai, menganalisis, dan 
menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian.  Hasil kajian 
menunjukkan bahwa aspek regulasi SDGs di Indonesia telah menunjukkan 
kemajuan signifikan dan relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, 
dalam praktiknya, terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksesuaian antara isu 
kesejahteraan dan tujuan SDGs, terutama dari perspektif ekonomi Islam. Hal ini 
berkontribusi pada peningkatan kesenjangan sosial di Indonesia dalam sepuluh 
tahun terakhir. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan dalam 
pelaksanaan program SDGs untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan 
adil. 
 
Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, SDG, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
 

 
Abstract, 
Indonesia is committed to the success of the Sustainable Development Goals (SDGs) 
as part of the sustainable economic development efforts that are also part of global 
commitments. This paper aims to analyze the extent of the government's success in 
implementing the SDGs program, focusing on goals related to welfare. In addition, 
the author will also explore the relevance of implementing the SDGs in Indonesia 
from an Islamic economic perspective. The research method used is Systematic 
Literature Review, which is a systematic and structured approach to assess, analyze, 
and synthesize the literature relevant to the research topic.  The results of the study 
show that the regulatory aspects of SDGs in Indonesia have shown significant 
progress and relevance to the principles of Islamic economics. However, in practice, 
there are various shortcomings and mismatches between welfare issues and the goals 
of the SDGs, especially from an Islamic economic perspective. This has contributed 
to the increase in social inequality in Indonesia in the last ten years. These findings 
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indicate the need for significant improvements in the implementation of the SDGs 
program to achieve more equitable and just welfare. 
 
Keywords: Social Welfare, SDG, Sustainable Development Goals 
 
 

PENDAHULUAN  

Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 
meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan (Aziz, et 
al., 2023). Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari MDGs, Sustainable 
Development Goals (SDGs) diperkenalkan. SDGs melibatkan lebih banyak negara, 
baik maju maupun berkembang, dengan cakupan isu yang lebih luas. Tujuan 
utamanya adalah mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjamin hak asasi 
manusia dan menjaga kualitas lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik dari 
generasi ke generasi (Wahyuningsih, 2018). Implementasi SDGs membutuhkan 
upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan 
individu untuk mengatasi tantangan yang saling terkait seperti pengentasan 
kemiskinan, akses pendidikan yang berkualitas, promosi kesetaraan gender, 
mitigasi perubahan iklim, promosi energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Hal ini juga menekankan pentingnya kemitraan antara berbagai 
sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan global untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut secara efektif. Selain itu, juga untuk mengatasi kesenjangan 
sosial-ekonomi di dalam dan di antara negara-negara di dunia dengan 
mempromosikan kebijakan dan program inklusif yang tidak meninggalkan siapa 
pun. Sangat penting bagi semua negara untuk memprioritaskan upaya pelestarian 
lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab 
untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. 

Dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi tidak selalu 
berkontribusi secara langsung pada pemerataan ekonomi (Aziz & Nur’aisah, 2021). 
Implementasi kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
seringkali malah menimbulkan kesenjangan sosial. Akibatnya, kesejahteraan hanya 
dirasakan oleh sebagian orang, sementara banyak yang masih terjebak dalam 
kemiskinan atau mengalami stagnasi dalam taraf hidup mereka (Aziz, 2021). Oleh 
karena itu, fokus pemerintah harus pada pembangunan berkelanjutan yang dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan ekonomi, kesehatan, 
pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial sebagai upaya menciptakan 
kesejahteraan sosial (Pamungkas, dkk., 2018). 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga patut ditinjau lebih dalam. Apakah 

pertumbuhan tersebut telah berhasil menciptakan kesejahteraan sosial di 

masyarakat? Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kuartal II-2021 

menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen 

secara tahunan (year on year/yoy). Ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi di 

tengah pandemi COVID-19. Namun, peningkatan ini tidak selalu sejalan dengan 

kesejahteraan masyarakat, yang masih mengalami penurunan (Bakhri, et al., 2023). 

Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari lima aspek: kesehatan fisik, hubungan 

sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). 
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Masih lemahnya kesejahteraan masyarakat menjadi target pemerintah dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup yang layak melalui program pembangunan berkelanjutan 

yang adil. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak, termasuk pemikiran para 

ekonom, baik Islam maupun konvensional, juga berperan penting dalam 

mendukung keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan di Indonesia (Bakhri, et 

al., 2021). 

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup 

dengan layak (Dharmayanti & Aziz, 2024). Pemenuhan kesejahteraan tersebut tidak 

lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak. 

Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan adalah tanggung jawab negara untuk 

memberikan kehidupan yang layak melalui kebijakan seperti pelayanan kesehatan, 

pendidikan berkualitas, tenaga kerja, dan jaminan sosial (Dahlan, 2014). 

Secara umum, pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fatmasari, et al., 

2022). Namun, pelaksanaannya seringkali mengabaikan aspek lingkungan, 

menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang semakin parah (Isbandi, 2005). 

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah 

lingkungan. Menurut Walter A. Friedlander dalam Whibawa dkk., kesejahteraan 

sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial untuk membantu 

individu atau kelompok mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta 

mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal (Whibawa dkk., 2015). 

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mannion 

menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah rekonsiliasi 

antara pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam 

kerangka politik yang saling berkaitan di tingkat internasional dan global 

(Fatmawati, et al., 2022). 

Terdapat perbedaan pandangan antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu 

ekonomi Islam mengenai pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat (Haerisma, et al., 2023). Ilmu ekonomi konvensional berfokus pada 

pertumbuhan tinggi tanpa memperhatikan distribusi output yang merata, yang 

sering kali berakhir pada kesejahteraan materi yang tidak merata. Sebaliknya, ilmu 

ekonomi Islam melihat pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan 

kesejahteraan materi manusia serta kepuasan batin, tanpa memandang ras, agama, 

atau bangsa (Siregar, 2018). 

Setiap negara berusaha untuk maju dan berkembang untuk memperbaiki 

kondisi saat ini. Pembangunan adalah proses penting yang melibatkan perubahan 

dan kemajuan positif dari kondisi yang ada (Harjadi, et al., 2021). Sangat penting 

bagi pembangunan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang mendukung 

setiap langkah dari proses tersebut (Rosana, 2018). Pembangunan mencakup 
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berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kemajuan infrastruktur, peningkatan 

kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Semua komponen ini sangat 

penting dalam memastikan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan 

bagi negara mana pun. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk 

memprioritaskan dan merencanakan dengan cermat inisiatif pembangunan mereka 

untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran jangka panjang bagi rakyatnya. 

Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah sejauh mana keberhasilan 

pemerintah Indonesia dalam menerapkan SDGs, khususnya dalam mencapai tujuan 

kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

pelaksanaan program SDGs dan relevansinya dengan ekonomi Islam. Metode yang 

digunakan adalah Systematic Literature Review dengan data sekunder dari sumber-

sumber yang kredibel. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi SDGs di 

Indonesia pada aspek regulasi sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi 

Islam. Namun, terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya 

yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dalam 10 tahun terakhir 

(Wartoyo & Haida, 2023). 

Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial di 

Indonesia antara lain: Pertama, memberikan kemungkinan untuk bertahan hidup; 

Kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan; 

Ketiga, memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lain untuk 

berkembang di semua wilayah; Keempat, meningkatkan dan melestarikan 

kemampuan dan fungsi ekosistem dalam memasok sumber daya alam; dan Kelima, 

menggunakan prosedur yang mempertimbangkan kelestarian ekosistem. 

Penggunaan teknologi ramah lingkungan merupakan solusi yang tepat untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan memberikan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program-program pembangunan 

yang dilaksanakan pada era SDGs perlu lebih memperhatikan kondisi lingkungan 

agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran (Wartoyo, 2022). 
 

TINJAUAN TEORITIK  

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki 

mutu kehidupan tanpa melampaui ekosistem pendukung kehidupannya (Harjadi, et 

al, 2023). Masalah pembangunan berkelanjutan kini menjadi isu penting yang perlu 

terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Menurut Emil Salim (1990), 

pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

memenuhi kebutuhan, dan aspirasi manusia. Pada hakikatnya, pembangunan 

berkelanjutan ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di 

masa kini maupun masa mendatang. 

Menurut KLH (1990), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi 

ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria: (1) tidak ada 

pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources, (2) 
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tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya, dan (3) kegiatannya harus dapat 

meningkatkan useable resource ataupun replaceable resource (Rahadian, 2016). 

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sendiri 

menitikberatkan pada tiga faktor utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan menjadi solusi dalam 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan lingkungan 

serta sosial di masyarakat. 

Dalam Islam, konsep ini bukanlah hal baru. Jauh sebelum masyarakat global 

sadar akan isu sosial dan lingkungan dalam industrialisasi, Alquran sudah 

menyerukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam dengan 

bijak dan tidak merusaknya, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 

60. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil tiga poin penting: Pertama, ketika 

Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya sehingga 

memancarkan air daripadanya, ini menunjukkan bahwa kekayaan alam di bumi 

adalah pemberian dari Allah SWT yang diturunkan untuk dimanfaatkan dengan 

baik demi memenuhi kebutuhan manusia. Air merupakan simbol kekayaan alam 

yang vital dalam siklus kehidupan (Layaman, et al, 2021). Kedua, ketika Allah 

memancarkan dua belas mata air, yang sesuai dengan jumlah dua belas suku Bani 

Israil, ini menunjukkan bahwa Allah membagikan rezeki secara adil agar tidak 

terjadi perselisihan. Hal ini melambangkan faktor sosial dalam pembangunan 

berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari 

ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh umat 

manusia, bukan hanya segelintir orang, karena ketidakadilan ini dapat menciptakan 

mudarat bagi banyak pihak. Ketiga, Allah menegaskan agar manusia menjaga 

lingkungan setelah diberikan karunia kekayaan alam dan tidak merusak bumi 

(Wiranto, 2018). 

Materialisme mengajarkan bahwa kesejahteraan diukur dari pemilikan 

barang-barang mewah. Semakin banyak barang mewah yang dimiliki, semakin 

tinggi kesejahteraan seseorang. Logika masyarakat saat ini tentang kesejahteraan 

terkontruksi dengan pemikiran materialisme. Tidak masuk akal jika mengatakan 

bahwa orang yang tinggal di gubuk sederhana lebih sejahtera dibanding dengan 

orang yang tinggal di apartemen mewah, atau menganggap gila jika ada yang 

mengatakan bahwa orang yang hanya memiliki sepeda butut lebih sejahtera 

dibanding dengan orang yang memiliki BMW limited edition. Pemikiran 

materialistis ini telah menciptakan budaya konsumtif yang merusak keseimbangan 

lingkungan dan nilai-nilai sosial. Masyarakat cenderung menilai kesuksesan dan 

kebahagiaan berdasarkan kepemilikan fisik, bukan kualitas hidup seperti hubungan 

sosial yang baik, kesehatan mental, dan kontribusi positif terhadap komunitas. 

Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan tidak hanya diukur 

dari aspek materi, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan, yang 

mencakup keseimbangan lingkungan dan sosial. 
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Perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari 

sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi kapitalis yang memuja materi sebagai 

indikator kesejahteraan (economisentris) menyebabkan orang lebih dihargai jika 

memiliki ekonomi yang bagus. Masyarakat cenderung menghargai individu yang 

punya banyak uang, meskipun seorang koruptor, dibanding orang alim atau baik 

hati tapi miskin. Seiring dengan semangat umat Islam untuk menerapkan ajaran 

agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian berbasis 

syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tercapai 

bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan 

ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni peningkatan kesejahteraan 

dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Jaelani, et al, 2021). Pembangunan 

tidak boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus 

dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, 

pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari’ah, baik dalam 

bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. 

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam 

ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun 

ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). 

Pembangunan juga tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga 

kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis 

mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk 

membangun dirinya, bangsa, dan umat manusia (Agung Eko Purwana, 2013). 

Dalam konteks Indonesia, upaya pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan 

dalam berbagai kebijakan dan program nasional. Namun, implementasinya masih 

menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesenjangan sosial, kerusakan 

lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus 

mengembangkan pendekatan pembangunan yang holistik dan inklusif, sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan antara 

kebutuhan duniawi dan ukhrawi. 

Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat umum, sangat penting dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga 

keseimbangan lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, pendidikan dan kesadaran 

lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang peduli dan 

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Melalui kolaborasi 

dan komitmen bersama, diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat benar-

benar terwujud, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kenyataan sehari-hari. 

Dengan demikian, generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik 

tanpa mengorbankan ekosistem yang mendukung kehidupan mereka. Prinsip 

pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan 

keputusan, baik di tingkat lokal maupun global. 
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Akhirnya, pembangunan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai 

individu yang peduli terhadap masa depan bumi. Dengan memahami dan 

menerapkan konsep ini, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang 

lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup. 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan dari berbagai literatur 

yang mencakup teori-teori pembangunan berkelanjutan, pandangan Islam tentang 

pembangunan, serta regulasi dan program pemerintah terkait kesejahteraan sosial 

di Indonesia. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan 

laporan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Analisis data dilakukan 

dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang 

relevan dengan topik penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali 

makna mendalam dari konsep-konsep yang diteliti serta memahami konteks sosial, 

budaya, dan ekonomi yang melingkupinya. Systematic Literature 

Review  merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menilai, 

menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam dan 

menghubungkannya dengan kebijakan serta program pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.  

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan 

menggunakan teknik analisis tematik. Informasi yang relevan dikategorikan 

berdasarkan tema-tema seperti konsep pembangunan berkelanjutan, pandangan 

Islam tentang pembangunan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Hasil 

analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam dan implikasinya 

terhadap kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Program Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan 

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan isu yang menyesuaikan 

kebutuhan masa kini dengan juga mempersiapkan kebutuhan generasi yang akan 

datang (Emas, 2015). Albeit menambahkan bahwa terdapat hubungan antara 

pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Emas, 2015). Arah 

kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga stabilitas jangka panjang 
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yang menyelaraskan berbagai pendekatan pembangunan baik ekonomi, lingkungan, 

dan sosial. Seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Rio, setiap negara memiliki 

peran dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang diperjelas dengan pembagian 

klasifikasi negara maju dan berkembang (Emas, 2015). 

Kesejahteraan sosial, menurut UU No. 11 Tahun 2009, adalah kondisi di 

mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial terpenuhi, memungkinkan individu 

untuk hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya. Saat ini, masih ada warga 

negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena 

belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, sehingga menghambat 

pelaksanaan fungsi sosial mereka. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha 

terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, 

serta memperkuat institusi sosial (Maspaitella et al., 2014). 

Program pembangunan kesejahteraan sosial sudah memiliki indikator 

output dan outcome, tetapi pencapaiannya masih belum optimal. Masalah utama 

meliputi cakupan layanan yang luas dan variatif, kebutuhan waktu untuk 

perubahan perilaku, dan penilaian keberhasilan yang terlalu fokus pada output 

tahun anggaran (Nasir et al., 2022). Pemerintah telah meluncurkan berbagai 

program seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian nasional. Namun, 

tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi, akses layanan sosial, dan partisipasi 

masyarakat masih perlu diatasi. Evaluasi dan penyesuaian program secara berkala 

serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting 

untuk memastikan kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif (Nuryana et al., 

2019). Program-program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas individu dan 

komunitas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang terus 

berkembang. 

Namun, tantangan besar masih ada dalam mencapai kesejahteraan sosial 

yang merata. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan akses 

terhadap layanan sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan 

yang harus diatasi. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian program secara 

berkala diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat 

merasakan manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil. Upaya 

kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak harus terus didorong untuk mencapai 

visi pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. 

 

Implementasi dan Realisasi SDGs di Indonesia 

Pembangunan sosial di Indonesia merupakan proses perubahan terencana 

dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jeffrey Sachs 

(2008) menyatakan bahwa pembangunan sosial harus mengintegrasikan 

kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi melalui kebijakan dan program 
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yang saling terkait. Pembangunan sosial memanfaatkan kebijakan ekonomi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan sosial, memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak 

hanya fokus pada pertumbuhan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. 

Pendekatan ini berupaya menyelaraskan kebijakan sosial dan ekonomi guna 

memaksimalkan pendapatan, pembentukan aset, serta memastikan distribusi yang 

merata dan inklusif (Sachs, 2008). 

Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sosial harus 

melibatkan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, mencakup pengembangan 

kapasitas manusia dan pemberdayaan individu. Hal ini termasuk memastikan 

kebijakan sosial tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga 

memperhatikan kesejahteraan individu secara menyeluruh. Sen berargumen bahwa 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu mengakses peluang dan 

sumber daya adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, 

pembangunan sosial menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada hasil, 

mengutamakan peningkatan kualitas hidup dan kesempatan setara bagi semua. 

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mempertegas 

peran sektor kesejahteraan sosial dalam pembangunan nasional untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. 

Tantangan dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia mencakup beberapa isu serius, 

seperti garis kemiskinan yang masih sekitar 11% (Badan Pusat Statistik, 2023), 

malnutrisi kronis mencapai 37,3% (Kementerian Kesehatan, 2023), jumlah 

penderita HIV/AIDS yang mencapai 658 ribu jiwa (UNAIDS, 2023), rata-rata lama 

pendidikan yang hanya 7,5 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2023), dan tingkat deforestasi yang berkisar antara 1-2% per tahun (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). 

Menurut laporan Bertelsmann Stiftung (2020), pencapaian SDGs di 

Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan upaya 

terkoordinasi dari berbagai pihak. Laporan tersebut menekankan bahwa 

keberhasilan pencapaian SDGs membutuhkan komitmen yang kuat dari 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi antara kebijakan publik 

yang efektif, praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif 

masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

Pendekatan komprehensif ini akan membantu Indonesia mengatasi masalah 

kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan secara terintegrasi, dan 

bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Untuk perspektif lebih lanjut, Paul Collier (2007) membahas bagaimana 

negara-negara dengan kemiskinan ekstrem perlu melakukan reformasi besar-

besaran dalam kebijakan sosial dan ekonomi mereka untuk mencapai kesejahteraan 

yang berkelanjutan. Collier mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi 

negara-negara miskin, termasuk konflik, sumber daya yang buruk, dan kebijakan 

yang tidak efektif, serta menyarankan pendekatan terintegrasi yang melibatkan baik 

reformasi kebijakan dan bantuan internasional. 
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Meskipun Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mencapai 

tujuan-tujuan SDGs, seperti kekayaan sumber daya alam dan kekuatan ekonomi 

yang berkembang, pencapaian tersebut memerlukan pendekatan komprehensif. 

Menurut Paul Collier (2007), pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai 

tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Tantangan utama 

meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, yang semuanya saling 

terkait dan memerlukan solusi yang terintegrasi. Untuk mencapai target-target 

SDGs, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil. Sinergi ini melibatkan penguatan kebijakan publik, penerapan 

praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat dalam 

upaya pembangunan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Indonesia dapat 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan bergerak menuju pencapaian tujuan 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam strategi dan implementasi 

kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi lokal, serta memastikan 

bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Wartoyo, 

2022). 

Relevansi Implementasi SDGs Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia 

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menggarisbawahi 

pentingnya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual warga negara untuk hidup 

layak dan melaksanakan fungsi sosial mereka. Namun, jaminan sosial seperti BPJS 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal jaminan sosial dalam 

Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penyelenggaraan jaminan sosial yang 

berlandaskan prinsip syariah agar sesuai dengan ekonomi Islam (MUI, 2015). 

Ekonomi syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

di Indonesia, termasuk melalui pengoptimalan lembaga-lembaga seperti BWI dan 

BAZNAS, yang mengelola dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat 

(falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah) (Aziz, 

2019). Individu yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perilakunya, berbuat 

kebajikan, dan peduli pada masyarakat dapat dianggap sebagai contoh dari 

manajemen sosial yang ideal dalam kerangka ekonomi syariah (Hassan, 2020). 

Dalam pengembangan ekonomi syariah, beberapa kendala yang dihadapi 

termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan implementasi 

syariah yang belum optimal dalam praktik ekonomi. Untuk meningkatkan 

kontribusi ekonomi syariah dalam kesejahteraan masyarakat, fokus harus lebih 

diarahkan pada kepentingan rakyat dan proyek-proyek yang berorientasi pada 

kesejahteraan umum (Yasin, et al., 2023). 
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Peran Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Permasalahan 

Kesejahteraan Sosial di Indonesia 

 

Hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia sejak 

masuknya Islam ke nusantara. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai landasan 

penting dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi 

berbasis politik hukum tersebut. Berbagai undang-undang telah mengangkat 

hukum Islam menjadi hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, 

Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Haji, hingga Undang-Undang 

Wakaf (Mukti Arto, 2010). Terbaru, Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang 

Bank Syariah telah diundangkan, dan saat ini berbagai RUU terkait aktivitas 

ekonomi syariah, seperti RUU Sukuk, RUU Asuransi Syariah, dan RUU Pasar 

Modal Syariah, sedang dalam proses legislasi. 

Namun, saat RUU Bank Syariah dibahas, dua partai politik, yaitu Partai 

Damai Sejahtera dan PDI Perjuangan di DPR, menolak keras untuk menyahkannya. 

Mereka beralasan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konsep 

kebhinekaan NKRI dan dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan serupa juga 

digunakan untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah 

menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak terbukti. Para penentang seringkali 

lupa bahwa hukum Islam sudah berlaku di nusantara sebelum penjajahan Belanda 

memaksakan hukum kolonialnya, serta mengabaikan Pasal 29 UUD 1945 yang 

mendukung keberlakuan hukum agama, termasuk hukum Islam. 

Kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah di Indonesia dapat 

dianalisis melalui empat aspek utama: keilmuan (peningkatan sumber daya 

manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah, regulasi, serta lembaga 

penyelesaian sengketa (litigasi atau non-litigasi). Meskipun terdapat kendala, 

permintaan akan jasa keuangan syariah berkembang lebih cepat daripada 

perkembangan pemikiran dan konsep mengenai ekonomi Islam. Sumber daya 

insani dalam bidang ini masih kurang memadai, dan lembaga keuangan syariah 

belum sepenuhnya ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktik ribawi saat ini baru sebatas 

akad dan ikrar, tanpa menyentuh substansi kesejahteraan sosial. Transaksi yang 

terjadi sering kali hanya menghilangkan unsur riba dengan mendesain akad yang 

sah, tanpa menyentuh persoalan mendasar yang memerlukan peran aktif lembaga 

keuangan syariah. Pendekatan terhadap ekonomi syariah di Indonesia dilakukan 

dari dua kutub keilmuan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum Islam, yang harus 

didekati secara integratif. 

Buku-buku ekonomi Islam saat ini masih terbatas dalam menjelaskan pola-

pola bisnis syariah yang tidak hanya sesuai prinsip syariah tetapi juga mampu 

memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Menurut kaidah ushul fiqh, transaksi 

dapat dilakukan dengan cara apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah Islam. Fatwa DSN MUI juga mengizinkan transaksi tersebut asalkan tidak 
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mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan 

prinsip Islam. 

Namun, dalam konteks peran ekonomi syariah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, agenda pengembangan yang integratif belum tercapai. 

Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun 

oleh Bank Indonesia, inisiatif dan target-target yang dicanangkan belum secara 

eksplisit menunjuk pada upaya penyejahteraan rakyat. Kontribusi ekonomi syariah 

terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian 

integral dari ajaran Islam, seharusnya juga menjadi roh pengembangan ekonomi 

Islam dan lembaga keuangan syariah. 

Konsep kerjasama dalam kebaikan dan takwa (ta'awun fil birri wa taqwa) 

merupakan prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Namun, praktik keuangan syariah 

saat ini, seperti bank, masih jauh dari konsep ini. Pembiayaan murabahah (jual-

beli) masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah, menunjukkan 

bahwa bank syariah belum berani berinvestasi pada pembiayaan untuk investasi riil 

yang memerlukan energi lebih dibandingkan pembiayaan jual-beli. 

Kontribusi perbankan syariah dalam sektor ekonomi juga belum 

mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor 

primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya 

menjadi perhatian perbankan syariah dalam menyalurkan kredit. Meskipun 

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mungkin beralasan 

bahwa pragmatisme bisnis masih diperlukan untuk menjaga eksistensi usaha, 

strategi dan pendekatan yang lebih membela kepentingan rakyat seharusnya 

menjadi fokus dalam jangka panjang. 

Pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah sangat 

krusial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini meliputi pengembangan 

lembaga keuangan syariah yang lebih inklusif, aksesibilitas produk keuangan 

syariah di daerah-daerah terpencil, dan peningkatan kualitas layanan untuk 

memastikan bahwa produk dan layanan ini menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan investasi yang lebih 

besar dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk mengelola dan 

mengembangkan sektor ini. 

Diversifikasi produk keuangan syariah juga harus dipertimbangkan untuk 

lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain pembiayaan murabahah, 

pengembangan produk seperti sukuk sosial yang mendukung proyek-proyek 

kesejahteraan umum, dan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) yang berbasis syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Inovasi dalam produk-produk ini akan memberikan solusi finansial 

yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Penting untuk menciptakan sinergi antara ekonomi syariah dan program-

program kesejahteraan sosial yang ada. Integrasi ini bisa dilakukan melalui 

kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan program pemerintah yang 
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fokus pada kesejahteraan sosial. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat bekerja 

sama dalam mendanai proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas 

kesehatan, dan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan 

dampak dari program-program ekonomi syariah sangat penting. Evaluasi ini harus 

melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk 

memastikan bahwa program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Pengawasan yang ketat juga akan membantu memastikan 

bahwa program-program ini tidak hanya efektif dalam teori tetapi juga dalam 

praktik. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

ekonomi syariah juga penting untuk meningkatkan dampak sosialnya. Masyarakat 

harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 

untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, program-program tersebut 

akan lebih efektif dan berkelanjutan. Riset dan pengembangan di bidang ekonomi 

syariah perlu didorong untuk menemukan solusi inovatif yang dapat mengatasi 

tantangan-tantangan yang ada. Akademisi, peneliti, dan praktisi harus bekerja sama 

untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan 

efisiensi dan dampak dari ekonomi syariah dalam konteks kesejahteraan sosial. 

Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hasil, ekonomi 

syariah dapat berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di 

Indonesia. Mengoptimalkan potensi ekonomi syariah akan memperkuat upaya 

pemerintah dalam mencapai target-target kesejahteraan sosial dan SDGs secara 

lebih inklusif dan berkelanjutan 

 

KESIMPULAN  

Indonesia, sebagai negara yang proaktif dalam mengimplementasikan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menunjukkan komitmen kuat 

melalui berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan SDGs, terutama dalam hal 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut, baik yang 

implisit maupun eksplisit, berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan-

tujuan SDGs yang telah disepakati. Namun, pada tataran implementasi, terdapat 

sejumlah kekurangan dan ketidaksesuaian antara tujuan SDGs dengan realitas yang 

dihadapi. Faktor-faktor seperti politik dan ekonomi memainkan peran besar dalam 

menghambat pelaksanaan yang efektif. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan 

rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia mencerminkan bahwa program 

SDGs belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Terlepas dari upaya dan 

regulasi yang ada, tantangan struktural dan politik seringkali menghalangi 

pencapaian hasil yang optimal. 
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Dalam perspektif ekonomi Islam, implementasi SDGs di Indonesia 

menunjukkan pemenuhan unsur maslahah, terutama melalui peran lembaga 

keuangan syariah. Baik bank maupun lembaga keuangan syariah non-bank telah 

mengalami kemajuan signifikan dalam dekade terakhir, menyediakan alternatif 

pembiayaan yang lebih terjangkau untuk masyarakat golongan bawah. Meskipun 

demikian, masih banyak perbaikan yang diperlukan agar tujuan-tujuan SDGs, 

khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai 

dengan lebih intensif. Untuk memaksimalkan dampak positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di masa depan, diperlukan peningkatan dan perbaikan 

berkelanjutan dalam pelaksanaan program SDGs. Upaya ini harus melibatkan 

penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta 

integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan. Dengan strategi yang lebih terarah dan komprehensif, Indonesia dapat 

mencapai kemajuan yang lebih berarti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dan mewujudkan tujuan SDGs. 
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